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PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN

Menimbang

Mengingat

KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

: a. bahwa untuk tertib administrasi penatausahaan keuangan

dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Bendahara
di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, dipandang
perlu menyempurnakan Peraturan Walikota Tasikmalaya
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan
Keuangan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota
Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penatausahaan Keuangan Daerah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5589);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);

8. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2014
tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 123)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor S5 Tahun 2014
tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 47 diubah dan di antara
ayat (2) dan ayat (3) Pasal 47 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat
(2a), sehingga Pasal 47 dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya
Nomor S5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun
2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 5
Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan
Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor
170) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk
keperluan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/
Tambahan Uang Persediaan/pembayaran Langsung
kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
melalui Bendahara Pengeluaran SKPD setelah
menandatangani Buku Register SP2D.
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(2) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk
pembayaran Langsung kepada Pihak Ketiga melalui Kas
Daerah setelah menandatangani Buku Register SP2D yang
selanjutnya ditransfer ke rekening Pihak Ketiga.

(2a) Bendahara Pengeluaran SKPD dan Pihak Ketiga yang
menerima SP2D pembayaran Langsung dari Kuasa BUD
untuk selanjutnya diserahkan kepada Bank, harus
disertai Surat Setoran Pajak yang telah diisi apabila
tercantum potongan pajak-pajak.

(3) Kuasa BUD atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan
kelengkapan dokumen persyaratan pencairan SP2D-
GU/TU/LS kepada Bendahara Pengeluaran SKPD dengan
Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil Verifikasi
untuk selanjutnya dikelola dan diarsipkan oleh masing-
masing SKPD.

(4) Format Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum
dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 18 Maret 2015

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 18 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H.I.S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 212



